
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11
a1'at (1) Ltndang-Ltndsng Nom+r 15 Tahun 2O22 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah, maka perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah.

i. Pasa1 18 ayat i6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 2l Tahun 2O01 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 202 1 Nomor
155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Pen:ndang-undangan (kmbaran
Negara Reptrhlik Iodonesra Tahrm 2O I 1 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Ta}:iwr 2O22 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2O11 tenfang P emtrnt:kan Pexatumn Penrndang-
undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahr:n
2022 Nomor 143, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 68O1);

4.Undang-Undang...... / 2
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sehasaimana telah dirrhah heheranakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O22 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 47. Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (kmbaran Negara
Republik krdonesia Tahurr 2022 Nomor 158, Tambahan
I.emh,aren Nes'a!'.s Remlblik Indcnesia Ncrnor 58Oa!:.lvll.v: !9! .,'

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perang!<at Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
<iiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perang!<at Daerah (t embaran
Negara Republik Ledonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
o+vzl,

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1O6 "faht;m 2O2l Tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahr:n 2O21 Nomor 238);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
d6ngan Peratr.rran Menterr Dalam Negeri Nomor 12O
Tahun 2Ol8 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 'l 57):

9. Peraturan Menteri Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara
Pcnr rlrlilr Irrdnnesi.o Tohr rrr ?Oc I Nnrnnr Rc6)'

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KER.TA DIN.A.S SOSLA.L, PEMERD.qY.{AN PEREMPLTAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Menetapkan

BAB r......12
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembaltuan dengal prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

4. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Provinsi Papua Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala pada Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Periindungan Anak Provinsi Papua Tengah.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah.
9. Kepala Bidang adaiah Kepala Bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dal Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah.
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua
Tengah.

11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawal negen srpri cian pegawar pemerlntah dengan perjanlran kerJa yang
bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur peiaksana urusan pemerintahan di bidang
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

l1t r'!;--- l;-;:-;- ^t^L Iz^--!- n;--^ ,.-F4 t-^+t.^'.t!-s"t--- l: L-.'.-L J--(r,l rrrrur \rrprrrrlr rt!Purq vraruo Jqr16
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri
atas :

a. Sekretariat, membawal'ri :

1. Sub Bagian Tata Usaha; dan
2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran.

b. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial,
membawahi:

1.Seksi...... /4
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BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagran Kesatu
Dinas

Pasal 4

(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas
membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintan Provinsi cii bidang Sosiai. Pemberciayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas pembantuan.

(21 Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelen ggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial, Pemberdayaan

Fcferrpuan rjan Periind-uirrga.rr Arrak;
b. peny'usunan rencana program/kegiatan tahunan tingkat Provinsi

sejalan dengan perencanaan nasional di bidang Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

c. pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi, pemberdayaan dan
perlindungan serta pemberian bantuan dan jaminan sosial;

d. pemantauan dan evaluasi program di bidang Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

e.pengelolaan..... . / 5

1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial

dan Korban Perdagangan Orang; dan;
3. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.

c. Bidauig Feiiibei dayaili Stlsial rlial F'eriarigilral Firli llIisl,irr,
membawahi:
l. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
2. Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat, Penyaluran Bantuan

Stimulan dan Penataan Lingkungan; dan
3. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.

d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
membawahi:
1. Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Pencegahan Kekerasan

t arh aA q t Parct-r t'tt t o t't darr An alz.

2. Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Layanan bagi Perempuan
Korban Kekerasan dan Anak yang memerlukan Perlindungan
Khusus; dan

3. Seksi Kualitas Keluarga, Pengelolaan Data Gender dan Anak.
e. Unit Peiaksana Tei<nis Dinas; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(21 Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

(41 Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggunglawab kepada Sekretaris; dan

(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertang,Eungjawab kepada Kepala Bidang.
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e. pengelolaan urusan kesekretariatan dinas;
f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung

jawas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan

F)ioas Snsi.ol Pcrnherdgrrocn Dercrnrrr rqrr don Perli nr'lr rn r'rq n Anal:.

h. pelaksanaan dukungan substantive kepada seluruh unsur organisasi
di lingkungan Dinas Sosia-l, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
fr rrve s derr frrnoqirrrrq

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a,
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian,
perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat
dan protokol

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan analisis determinan bidang sosial;
b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan

dan oerlindungan anak:
c. pengeiolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
e. pengelolaan administrasi keuangan;
f. pengelolaan administrasi perlengkapan;
g. pengelolaan aset dan barang milik negara:
h. pengeloiaan urllsan rumah tangga, hubungan masyarakat dan

protokol;
i. pelaksanaan koordinasi pen)rusunan progr€rm, anggaran dan

perundang-undangan;
.i. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
k. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana;

dan
1. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf a angka 1, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan pela,ksanaan penerimaan, pendistribusian dal
pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas,
kearsinan dan pernustakaan :

b. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan
keprotokolan;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan
masyarakat darl pengaduan masyarakat;

d.menyiapkan....../6
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d. menyiapkan bahan pen).usunan perencanaan kebutuhan
kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan,
usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan,
kenaikan pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Daftar Urutan
Kenanskatan Srrmpah/.Ianji Anaratrrr Sinil Nesara Gaii Rerkala.
kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian
dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai,
men).usun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional
dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara
lainnya:

e. menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi kesekretariatan
penilaian angka kredit jabatan fungsional rumpun bidang sosial;

f. menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi kesekretariatan
penilaian angka kredit jabatan fungsional rumpun bidang
pemberdayaan perempuar dan perlindungan anak;

g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan
perundang-undangan;

h. menyiapkan bahan pelaksanaan pen),usunan kebutuhan
perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan
pengalnanan;

i. menyiapkan bahan fasilitasi dan pelaksanaan pen,.usunan analisis
jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;

j. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum di bidang
kepegawaian; dan

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(21 Sub Bagian Peny'usunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan pengelolaan dan koordinasi analisis bidang sosial;
b. menyiapkan bahan pengelolaan dan koordinasi analisis bidang

pemberriayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan

program bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak melalui mekanisme daerah;

d. menyiapkan bahan penghimpunan data dan penyiapan bahan
koorciinasi penyusunan program;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data;
f. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program;
g. menyiapkan bahan penghimpunan data dan menyiapkan bahan

pen)'usunan progr:am anggaran ;

h. menyiapkan bahan petencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
i. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan standar pelayanan

minimal bidang sosial;
j. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan pengelolaan sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
k. iiiet;r iai.:,kari baliaii kuoidirrasi pelaksaiiaai keijasaiua daii peiielitiaii

bidang sosial;
l. menyiapkan bahan pelayanan informasi dan komunikasi;
m. menyiapkan bahan pen1rusunan kebijakan teknis di bidaag

pengelolaan sistem informasi dan pengelolaan data dan informasi;
n rnenricnkon halrcr' ?a,l.rylitoring sFrf,. p1r.q11lggi nrrrAnisgsi dan

pelaporan; dan
o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bag1an....../7
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Bagian Ketiga
Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial

Pasal 7

(1) Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan
kebijakan teknis bidalg rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12\ Dalam melaksanakan tugas seba.gaimana dimaksud pada a3rat {11^ Bidang
Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai fungsi
meliputi:
a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan

dan evaluasi pelaksalaan rehabilitasi sosial anal< di dalam panti
dan/atau lembaga;

b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di
dalam panti dan/ atau lembaga;

c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban
perdagangan orang di dalam panti dan/atau lembaga;

d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan
dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti dan/atau
lembaga;

e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan
dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;

f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan
dan eva,luasi perlindungan sosial korban bencana sosial;

g. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan
dan evaluasi jaminan sosial keluarga;

h. pelaksanazrn norrna, standar, prosedur, dan kriteria bidang rehabilitasr
sosial di dalam panti dan/atau lembaga serta perlindungan dan
jaminan sosial;

i. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerial Sosial;

1. pengeioiaan ciata peiayanan sosiai korban penyalangunaan l\APzA
untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal B

(1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas
menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan rehabilitasi sosial
anak dan laljut usia di dalam panti dan/atau lembaga.

(21 Dalam melaksana-kan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Rehahilitasi Sosia-l Anak dan I.anjrrt flsia mernmrnyai llmgsi meliputi'
a. pelaksana€rn rumusan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis,

serta
pemantauan dan eva,luasi pelaksanaan pelayanal sosial anak balita
serta pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan
pensangka.tan anak oleh orang tua tunggal:

b. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak
terlantar;

c.pelaksanaan...... /8
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c. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak
berhadapan dengan hukum;

d. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta
nemanterren dan ewalrrasi nelaksanaan rehahilitasi sosial anak vang
memerlukan perlindungan khusus;

e. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta superyisi,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial
lanjut usia;

f. pelaksanaan kebijakan. pelaksanaan bimbiagan teknis. serta
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan
rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

(3) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan T\rna Sosial dan
Korban Perdagangan Orang melaksanake-n tugas melaksanakan
kebijakan rehabilitasi sosial penyandalg disabilitas dal tuna sosial dan
korban perdagangan orang.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial dan Korban
Percla gan ga n Oran g memprrnvai fr rngsi meliputi :

a. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas fisik dan sensorik di dalam panti dan/ atau lembaga;

b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi,
evaluasi. dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangzrn.
pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban
perdagangaa orang dan korban tindak kekerasan di dalam panti
dan/ atau lembaga;

c. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijal<al di bidang rehabilitasi
sosial eks tuna susila di dalam panti dan/atau lembaga;

d. pelalsanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas mental dan intelektual di dalam panti dan/atau lembaga;

e. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
untuk dikordinasikan dal dilaporkan kepada Kementerian Sosial;

f. pengelolaan data pelayanal sosial korban penyalahgunaan NAPZA
untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;

g. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosia-I, dan korban
perdagangan orang di dalam panti dan/atau lembaga; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(5) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan
kebijakan perlindungan dan ja-rninan sosiel,

(6) Dalam melaksanalan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Seksi
Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi metputi:
a. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi,

evaluasi. r{an pelanoran nelaksanaan kesiansiagaan clan mitigasi;

b.pelaksanaan....../9
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b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana
alam, pemulihan, dan penguatan sosia-l;

c. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi,
evahrasi, dan nelaporan nelaksanaan kemiiraan dan nengelnlaan
logistik bencana;

d. pelaksalaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan
korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;

e. pelaksanaan kebijakan. pemberian bimbingan teknis. serta supervisi.
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi
sosial;

f. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifrkasi, terminasi, dan
kemitraan iaminan sosial keluarga;

g. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi,
serta eva-luasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan
pendampingan jaminan sosial keluarga; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

(1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan
di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyar fungsr
meliputi:
a. pelal<salaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan

dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan
kelembagaan masyarakat;

b. pengkoordinasi peiaksanaan kebij akan teknis, tasiiitasi, koorriinasi,
serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat
terpencil oleh kabupaten/ kota;

c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan
dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan,
kesetiakawanan, dan resiorasi sosial;

d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan
dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;

e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan penanganErn fakir miskin perdesaan;

i. pelaksaiiaaii kebijakaii tekriis, fasilitasi, kutx r.liriasi, seita peruait'rauaii
dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir fakir miskin perkotaan;

g. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pesisir, pulau-
pulau kecil, dan perbatasan antarnegara;

h, pelaksanaan normq) standar, prosedur, dsrr kriteris. di bidang
pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

i. pelaksanaan verilikasi dan validasi fakir miskin cakupan provinsi; dan

j.pelaksanaan...... I lO

Pasal 9
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j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

Pasa-l 10

(1) Seksi Identifrkasi dal Penguatan Kapasitas mempunyai tugas
melaksanakan kebijakan di bidang identilikasi dan penguatan kapasitas.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai fungsi meliputi:
a. pelaksanaan verilikasi dan validasi fakir miskin cakupan provinsi;
b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi,

evalrrasi, dan pelaporan nelaksanaan identifikasi dan nemetaal:
c. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi,

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas;
d. pelatsanaan kebijalan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi,

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan;
e. pelaksanaaa kebijakan. pemberian bimbingan teknis. serta supervisi.

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan
dan Penataan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di
bidang pemberdayaan sosial masyarakat, penvaluran bantuan stimulan
dan penataan lingkungan.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi
Pemberdayaan Sosial Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan
Penataan Lingkungan mempunyai fi.mgsi meliputi:
a. pelalsanaan kebiiakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta

pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat,
tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan
sosial dan relawan sosial lainnya;

b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat
terpencil oleh kabupaten/ kota;

c. melaksanakan kebijakan teknis terkait pemberdayaan perempuan
bidang politik dan sosial budaya;

d. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan;

e. pelalsanaan kebijal<an, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
(5) Seksi Kelembagaan, Kepahlawanal darr Restorasi Sosia-l mempunyai

tugas melaksanakan kebijakan di bidang kelembagaan, kepahlawanan
cian restorasr sosrai.

(6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Seksi
Kelembagaal, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial mempunyai fungsi
meliputi:
a. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan

dan evaluasi penggaiian potensi, kepahiawanal, kesetiatawanan .ian
restorasi sosial;

b. pengelolaan taman makam pahlawal provinsi;
c. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta

pemantauan dal evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga
di;Lii riiiit peduii keiu.iu gir.,

d.pelaksanaan...... I ll
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Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 11

(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan
kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak.

(21 Dalarn melaksarral<aa trrgas sehagaimana drma&srrd pada ayat (1), Brdang
Perlindungan dan T\rmbuh Kembang Anak mempunyai fungsi meliputi:
a. perumus€rn kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak;
b. perumusan pedoman teknis dan program pemberdayaan perempuzrn

dan perlindungan anak;
c. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria terkait

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d. pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan

gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum,
sosiai, dan ekonomi, bidanB penguatan dan pengembangan iembaga
penyedia layanan pemberdayaan perempuan, bidang pelembagaan
pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, bidang
peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak
aiiak, bida,r:Lg periiugkai.ur kr,ralitas keli-rar ga dtiii;uri rlewujutikair
kesetaraan gender, dan bidang penguatan dan pengembangan
lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;

e. pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan
gender dan pemenuhan hak anak;

f. penyiapan perumusan kebijakan bidang pencegahan kekerasan
terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan
khusus, bidang penyediaan layanan rujukal lanjutan bagi perempuan
korban kekerasan dan penyediaan layanan bagr anak yang
memerlukan perlindungan khusus, dan bidang penguatan dan
pengembangan lembaga penyedia layalan perlindungan perempuan
dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan
perlindungan khusus;

g. penyiapan perumusan kebijakan bidang pelembagaan
pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang
politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas
keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, dan bidang
penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Iayanan
pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas
keluarga;

h. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis,
dan penyajian data gender dan data ana};

i.pelaksanaan...... I 12

d. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta
pemantauan dan evaluasi kapasitas kelembagaan sosial dan sumber
daya; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
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i. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi
perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak yang
memerlukan perlindungan khusus;

j. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data
perempuan kcrbe: kekerasal dan dsta anak 5'ang rnemerlukan
perlindungan khusus;

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 12

(l) Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Pencegahan Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di
bidang Perlindungan Anak.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Seksi
krralitas hidup rteremrttlan dan penqqg3han kekerasan terhadap
perempuan dan anak mempunyai fungsi metputi:
a. penyiapan bahal perumusan kebijakan teknis terkait kualitas hidup

perempuan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
b. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis dan program terkait

kue-litas hidup perernpuan dan peneeg.ehan kekerasan terhadap
perempuan darr anak;

c. penyiapan perumusan kebijakan bidang kualitas hidup perempuan,
pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, bidang
penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban
kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangee lembaga
penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak;

d. pelaksanaan kebijakan bidang kualitas hidup perempuan, pencegahan
kekerasan terhadap perempuan dan anak bidang penguatan dan
pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan
dqrt ortqlz'

e. pelaksanaan pembinaan di bidang kualitas hidup perempuan,
pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, bidang
penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan darl anak
korban kekerasan, bidang penguatan dan pengembangan iembaga
pen5,edia la)''enerl perlindunge.n perempu.en den errak di bidang
pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan
dan anak korban kekerasan;

f. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis,
dan penyajian data perempuan dan anak korban kekerasan;

g. pelaksarra.<ilri pcrrBurli.puiilr, perrgulaliti.,r, aitiliisis, rl.iit per ry aj i:ari rlilta
perempuan dan anak korban kekerasan; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
(3) Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Layanan bagi Perempuan Korban

Kekerasan dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mempunyai
tugas melaksanakan kebij akan di bidang pemenuhan hak anah dan
layanan bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan
perlindungan khusus.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi
pemenuhan hak alak dan layanan bagi perempuan korban kekerasan
cian anak yang memeriukan perlindungan khusus mempunyai fungsi
meliPuti: 

a.penyrapan...... / 13
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a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pemenuhan hak
anak dan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan anak;

b. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis dan program terkait
pemenuhan hak anak dan layanan bagi perempuan korban kekerasan
dan anak;

c. pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak
dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

d. pelaksanaan koordinasi bidang penyediaan layanan bagi anak yang
memerlukan perlindungan khusus:

e. pelaksanaan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan
penyajian data kekerasan terhadap perempuzrn dan alak;

f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data
kekerasan terhadap perempuan dan anak;

g. pelaksanaan pembinaan di bidang pencegahan kekerasan terhadap
anak, bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan
perlindungan khusus, bidang penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus,
dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

h. pelaksanaan monitoing, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan
kekerasan terhadap anak, bidang penyediaan layanan bagi anak yang
memerlukan perlindungan khusus, bidang penguatan dan
pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan
perlindungan khusus dan di bidang pengumpulan, pengolahan,
analisis, dan penyajian data kekerasan terhadap anak; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepa-la Bidang.
(5) Seksi Kualitas Keluarga, Pengelolaan Data Gender dan Anak mempunyai

tugas melaksanakan kebijakan di bidang kualitas keluarga, pengelolaan
data gender dan anak.

(6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi
kualitas keluarga, pengelolaan data gender dan anak mempunyai fungsi
meliputi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait kualitas

keluarga, pengelolaan data gender dan anak
b. penyrapan bahan penyusunan pedoman teknrs dan program terkart

kualitas keluarga, pengelolaan data gender dan anak;
c. peiaksanaan kebijakan teknis terkait kualitas keluarga, pengelolaan

data gender dan anak;
d. pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender,

bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan
ekonomi, bidang penguatan dan pengembangal lembaga penyedia
layanan pemberdayaan perempuan, bidang pelembagaan pemenuhan
hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
layanan peningkatan kualitas hidup anak, bidang peningkatan
kualitas keluarga rlaiarn rnewujurlkarr peruenuhan hak aiiak, bidarrg
peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender,
dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
kualitas keluarga;

e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan
or,nder.

f. menyiapkan ...... I 14



-14-

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan, komunikasi,
informasi dan edukasi penguatan kelembagaan hak anak;

g. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis,
dan penyajian data gender dan data anak;

h. pe'laksanaan fengumprrlan, pengolahan, analisis. dan penyaji an data
gender dan data anak; dan

i. pelaksanaan tugas lain yarrg diberikan Kepala Bidang.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf g, terdiri atas sejumlah tenaga dalam -ien-iang jabatan fungsional
tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya.

(21 Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

(3) Jenis jenjang elan jurnlah jabatan fungsional elitetapkan oleh Gubernurr
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-
undangan.

BAB V
TATA KER-TA

Pasal 14

(U Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepa.la Seksi dan
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun
antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi
lain diluar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-
masing.

(21 Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada
atasannya masing-masing serta menyampaikal laporan berkala tepat
waktu.

(5) Setiap laporan yalg diterima oleh pimpinan satua-n organisasi dan
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporal lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahannya.

(6)Dalam....../ 15
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(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang
secara fungsional mempunyai hubungan ke{a.

BAB VI
PENGISIAN JABATAN

Pasal 15

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari pegawai
Aparatrrr Sipil Negara yang memenrrhi syarat atas rrsrr'l Sekretaris Daerah
Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi,
jabatar administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah
wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
a. teknis;
b. manajeria-l; dan
c. sosial kultural.

(4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah
harus memenuhi kompetensi pemerintahan.

(5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diukur
dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan
pengalamal bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.

(6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,
diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan
pengalaman kcpemimpinan.

(71 Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c,
diukur dari pengalaman kerl'a berkaitan dengan masyarakat majemuk
dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan
kebangsaal.

(8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara
lain kompetensi pengetahuan, sikap, dal keterampilan yang terkait
dengan kebijakan Desentra-lisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan
daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keualgan daerah, Urusan
Pemerintal'ran yang menjadi kewenangan daerah, hubungan Pemerintah
Provinsi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta etika
pemerintahan.

(9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 16

Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Papua Tengah dibebankan pada:

a. anggaran pendapatal dan belanja Daerah; dan
b.sumber....../ l6
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b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) tercantum dalam t ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan
pejabat strulrtural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 18 November 2022

PJ. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
cAP/T',rD

RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
Pada tanggal 18 November 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

VALENTINUS SUDARJANTO SUMITO

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. IRO HUKUM,

ASE Y NI, SH, M.Si
P. 19650902 199610 1001
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Khusus
Seksi Perikana, Budidaya,

Pengolahan dan Pcmasaran Hasil
Kelautan dan Perikanan Seksi Kualitas Kcluarga, Pengelolaan Data

Gendcr dan Anak

Seksi Perlindungrn dan
Jaminan Sosial



Salinan
Plt. KE

_a

dengan aslinya

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 18 November 2022

B-. CUBERNUR PAPUA TENGAH,
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